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Mengingat

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

: a. bahwa dalam rangka untuk terselenggaranya

o

2.

Otonomi Daerah yang nyata sesuai dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan
mengembangkan sumber-sumber pendapatan
Daerah khususnya Pajak Daerah ;

. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan
di Atas Air merupakan jenis Pajak Daerah Propinsi ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a
dan huruf b,dipandang perlu menetapkan Pajak
Kendaraan Di Atas Air dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);

. Undang—undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684);
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4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

10.

11,

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987) ;

. Undang—undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Dan Bentuk Rancangan Undang—Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
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12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9) ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18
Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang
Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi
Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu
Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah ;

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah ;

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan lainnya ;

Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat KAA adalah semua
Kendaraan di Atas Air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan
bermotor yang bersangkutan yang digunakan di Atas Air ;
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Umur Rangka / Bodi adalah umur Kendaraan di Atas Air dihitung dari
tahun pembuatan Rangka / Bodi ;

Umur Motor adalah umur motor Kendaraan di Atas Air dihitung dari
tahun pembuatan motor ;

Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
sumber data antara lain dari tempat penjualan Kendaraan di Atas
Air ;

Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah
Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan di Atas Air ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan
mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan di Atas Air
menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar
dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok
Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit Pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi
berupa kenaikan dan atau bunga ;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
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19. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa kenaikan dan atau bunga yang tercantum dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan
Peraturan Perpajakan Daerah ;

20. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar uang Pajak dan biaya
penagihan Pajak ;

21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya ;

22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus
oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PKAA dipungut Pajak atas  kepemilikan dan atau
penguasaan KAA.

Pasal 3

(1) Obyek PKAA adalah kepemilikan dan atau penguasaan KAA yang
terdaftar di Daerah.

(2) Obyek PKAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. KAA dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari
GT 7;

b. KAA yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan
dengan berkekuatan lebih besar dari 2 PK;

c. KAA untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi
yacht/pleasure ship/sporty ship;

d. KAA untuk kepentingan angkutan perairan darat.
Pasal 4

Dikecualikan sebagai obyek PKAA adalah kepemilikan dan atau penguasaan
KAA oleh :

a. Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota dan Desa ;
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